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1.1

BAB1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penduduk di semua Negara berkembang termasuk Indonesia
kehidupannya ngaruhi oleh nilai, norma, dan adat istiadat yang bersifat
positif terhadap sikap dan perilaku yang menginginkan banyak anak,
struktur kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya (agama) telah
memantapkan dan melembagakan sikap dan tingkah laku tersebut, baik
dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan
bernegara. Untuk mengubah sikap dan perilaku tersebut menjadi sikap dan
tingkah laku menyenangi dan menginginkan anak sedikit hingga dapat
memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap anak diperlukan
suatu program pemerintah yang dapat memberikan motivasi bagi
masyarakat yang bertujuan untuk kebaikan Negara secara umum dan
masyarakat secara khusus. Program tersebut di antaranya adalah kebijakan
pemerintah dalam hal penyelenggaraan administrasi Kependudukan.

Pemerintahan disetiap erah seluruh wilayah indonesia pada saat
ini diharuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi
masyarakat. Hal tersebut menyebabkan E - Government atau
pemberintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua

pengambil keputusan. Pemerintah Tradisional (traditional goverment) yang

identik dengan paper -based administration mulai ditinggalkan.




Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada
hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa
penduduk dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ndang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan
terbangunnya data base kependudukan yang diterbitkan.

layanan yang baik adalah pelayanan yang berorientasi pada
kepentingan publik. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 34 ayat 3 amandemen keempat mengamanatkan bahwa
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak™ Pelayanan publik pada dasarnya
menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas maka pemerintah memiliki
fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh
masyarakat, mulai dari pelayanan yang berbentuk pengaturan untuk
ketertiban umum, penyediaan fasilitas umum dan jaminan keamaan untuk
masyarakat. Pemerintah juga memperhatikan kualitas pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat agar terlaksana dengan baik, efisien dan
efektif. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan rincian

pelaksanaannya diatur salam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan




Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayana Publik.
dministrasi kependudukan sebagai sebuah sistem
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintah
Negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan
terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa
pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti
Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu
Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil lainnya seperti Akta Kelahiran,
Kematian, Perkawinan, dan surat keterangan kependudukan lainnya
meliputi Pindah Alamat, perubahan alamat serta status tempat tinggal.
stern Informasi Administrasi Kependudukan dirancang dan
dibangun untuk memungkinkan penerbitan Nomor Induk Kependudukan
Nasional, yang merupakan nomor identitas tunggal yang ditampilkan pada
semua dokumen kependudukan, dan sebagai alat yang dapat digunakan
untuk mengakses verifikasi data diri serta menentukan identitas seseorang
yang sangat bermanfaat dalam menghasilkan layanan publik yang efisien
dan efektif melalui sistem informasi. Administrasi Kependudukan (SIAK)
terdiri dari tiga bagian yang saling berhubungan. terkait dan berfungsi
bersama. Ketiga komponen ini adalah registrasi pencatatan penduduk,
pencatatan sipil, dan pengolahan data. Adanya sistem ini diharapkan dapat
menyediakan layanan administrasi kependudukan tepatn cepat, sehingga

pelanggan merasa memperoleh pelayanan yang baik.




Namun, pada kenyataannya, sistem berbasis online seperti SIAK

masih membutuhkan proses penyesuaian pada tingkat pelaksana. Setelah

peneliti  melakukan pengamatan sementara mengunjungi Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Nias, peneliti menemukan

permasahalan bahwa beberapa orang belum memahami syarat apa saja
yang diperlukan untuk menyelesaikan dokumen kependudukan. Selain itu,
peneliti melakukan pemeriksaan di dalam dan sekitar kantor
Dispendukcapil Kabupaten Nias. Namun, tidak ada papan informasi yang
menunjukkan prosedur pengurusan dokumen. Bahkan papan pengumuman
tidak memiliki pengumuman dan hanya terdiri dari beberapa kertas lama
yang mungkin belum dibersihkan, Bahkan di depan pintu masuk, peneliti
melihat orang menunggu untuk menyelesaikan dokumen kependudukan.
Orang berdiri untuk mengantri na tempat duduk sudah penuh dengan
orang yang datang lebih pagi, sehingga masyarakat merasa sulit dalam
mengurus data kependudukannya.

leh karena itu, pemerintah harus mengembangkan Sistem
nformasi Administrasi Kependudukan untuk mempermudah pengumpulan
dan pengolahan data penduduk. Semakin banyak masyarakat yang tertib
dan sadar akan pentingnya erpartisipasi dalam administrasi kependudukan
akan sangat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan,
merencanakan, dan menerapkan berbagai program pembangunan.

erdasarkan fenomena yang terjadi diatas maka peneliti tertarik

mengangkat judul: Implementasi Sistem Informasi Administrasi
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Kependudukan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias.

Fokus Penelitian

Be
1.

sarkan judul di atas Fokus Penelitian peneliti yaitu:
Kebijakan Sistem Informasi Administrasi (SIAK) dalam pelayanan
publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias.
Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan dalam meniggkatkan Pelayanan

publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias

Rumusan Masalah

Berdasarakan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

lah:
¥

Bagaimana implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan publik pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias?

Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam
meiningkatkan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Nias?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan

ﬁnelitian yaitu:

1.

Mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam administrasi
kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Nias. Sehingga akan diketahui apakan kebijakan Sistem Informasi




Administrasi Kependudukan membantu dalam menunjang kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dalam melakukan
pelayanan.

2. Mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor
pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Sistem Informasi
Administrasi ~ Kependudukan  dalam  pelayanan  administrasi
kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Nias.

?.5 Manfaat Hasil Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam
Meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Nias
b. Manfaat Praktis
1. gi Penulis
Sebagai ilmu dan pengalaman baru dalam bidang administrasi
kependudukan yang sebelumnya hanya berupa teori dan bacaan.
Penelitian ini adalah kesempatan untuk membuktikan kebenaran
secara nyata ditempat pelaksanaan yang sesungguhnya.
2. Bagi lokasi Penelitian
Sebagaiﬁalah satu pertimbangan yang sangat menyentuh tentang
layanan administrasi publik. Penelitian ini juga merupakan haédari
analisis kebijakan yang berkaitan dengan penerapan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Diperkirakan dapat digunakan
sebagai referensi untuk memperbaiki kinerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias
3. Bagi UNIAS




Untuk menambah referensi di perpustakaan sehingga dapat
mberikan kontribusi bagi peneliti yang akan dating terkait dengan
pelayanan publik di bidang pencatatan sipil.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai Bahan referensi mengenai pelayanan publik dan ilmu
administrasi kependudukan. Dan pengetahuan tentang kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipul Kabupaten Nias.
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TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah suatu sistem
informasi yang dirancang untuk mengatur sistem administrasi
kependudukan Indonesia, yang mengakup pendataan penduduk dan
pencacatan sipil. Sistem ini dibangun berdasarkan prosedur dan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah membuat sistem untuk mengelola administrasi
kependudukan sebelum SIAK. Itu disebut SIMDUK pada tahun 1996.
Namun, sebagai sistem yang mengelola data kependudukanﬁistem ini
memiliki banyak kelemahan saat digunakan di lapangan. Pemerintah
Indonesia membuat kebijakan baru yang disebut SIAK (Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan) berdasarkan hasil evaluasi SIMDUK. SIAK
adalah sist yang lebih baik daripada generasi sebelumnya dalam
pengolahan data kependudukan dan catatan sipil di Indonesia. Salah satu
ﬁunggulannya adalah bahwa, selain memastikan data pendudukan yang
akurat, sistem ini secara otomatis akan memberikan N ]ﬁ tetap untuk satu
penduduk, sehingga mencegah identitas ganda. Sistem informasi
administrasi kependudukan (SIAK) diatur dalam:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun
2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.




4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk mencatat data penduduk
suatu wilayah melalui sistem informasi adnﬁlistrasi kependudukan.
Pendataan penduduk Kabupaten Nias adalah langkah pertama dalam

aksanaan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Selanjutnya, data-data tersebut akan disimpan ke dalam basis data yang
terintegrasi secara nasional melalui jaringan internet. Dengan demikian,
basis data tersebut menjadi sumber basis data kependudukan nasional, yang
kemudian dimiliki oleh pemerintah pusat. sesuai dengan Undang-Undang
(UU) No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Nomor
Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
(KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dan sebagainya
adalah cgntoh informasi kependudukan.
putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mengatur
pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, dan pemutakhiran data hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen
penduduk, pertukaran data penduduk untuk mendukung layanan publik,
dan penyediaan informasi pendudukan untuk perumusan kebijak an
pembangunan. Pemerintnah juga menetapkan kebijakan dan sistem
informasi administrasi kependudukan untuk menjamin bahwa pelayanan
yang diberikan kepada arakat di bidang kependudukan dapat diawasi.
Sistem nasion ang dikenal sebagai Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memudahkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap
tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Untuk menjalankan
pemerintahan, pembangunan, dan penyediaan layanan kepada masyarakat,
sisem informasi admjniﬁasi kependudukan membutuhkan pengelolaan

yang berkesinambungan.Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden




Nomor 88 Tahun 2004 untuk mengelola data administrasi kependudukan.
Exutusan Presiden (No.88/2004, Pasal 1) menetapkan hal-hal berikut:

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan untuk
mengatur dan mengatur penerbitan dokumen dan data kependudukan.
Ini dilakukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan
pengelolaan informasi, dan menggunakan hasilnya untuk mendukung
layanan publik dan pembangunan.
Pengumpulan, perekaman, pengolahan, dan pemutakhiran data hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah bagian dari
ngelolaan informasi administrasi kependudukan. Ini digunakan
untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk untuk
mendukung laygman publik, dan penyediaan informasi tentang
penduduk untuk perumusan kebijakan dan pembangunan.
Sistem informasi admigigrasi kependudukan nasional (juga disebut
SIAK) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memudahkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di
setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
Tempat perekaman data kependudukan (juga disebut TPDK) adalah
fasilitas yang dibangun di kabupaten, kota, kecamatan, atau kelurahan
untuk melakukan perekaman, pengolahan, dan utakhiran data
hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Tujuan dari fasilitas
ini adalah untuk menerbitkan dokumen penduduk dan menyediakan
informasi tentang pendgduk.
Dokumen penduduk, yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan
memiliki kekuatan hukum, adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh

kantor pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

%ah satu tujuan dari kebijakan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan adalah untuk mencapai tujuaﬁ)erikut:
a. meningkatkan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil
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b. menyediakan data untuk perencanaan pembangunan dan
pemerintahan
c. menjalankan pertukaran data secara ftersistem dalam rangka

verifikasi data individu dalam layanan publik.

2.12 Sistem

Sistem adalah kumpulan unit yang saling berhubungan satu sama
lain dan tidak dapat dipisahkan untuk rﬁcapai tujuan tertentu. Apabila
satu unit macet atau terganggu, punakan terganggu untuk mencapai tujuan
tersebut.

Organisasi atau perusahaan adalah tempat sumber daya manusia
bekerja sama dan bekerja sama untu&mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Sistem memberikan manajer kerangka pemikiran, dan mereka
juga dapat mengatasi keruwetan sistem.Dengan adanya sistem, pelaksanaan
aktivitas pekerjaan akan diorientasikan ke tujuan yang diharapkan,
Menurut Gordon (2007:86) menyatakan bahwa "sistem adalah
terdiri dari bagian-bagian saling berhubungan yang beroperasi bersama
untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud." Menurut McLeod

(2009:9), sistem terdiri dari kumpulan elemen yang terintegrasi dengan

tujuan yang sama.

2.1.3 Informasi
Informasi adalah data yang diubah menjadi format yang lebih
bermanfaat bagi orang yang memb eputusan, sekarang atau di masa

depan. Menurut Malayu (2002:249), informasi adalah hasil proses data yang
memberikan informasi kepada penerimanya, sehingga setiap informasi
sangat penting bagi setiap orang yang membutuhkannya untuk melakukan
agasnya dengan baik dan efisien. Sementara itu, Gordon (2007:251),
mengartikan informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang
penting bagi penerimanya dan memiliki nilai yang dapat dilihat dalam

membuat keputusan.
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Sistem informasi terdiri dari kumpulan komponen yang saling
berhubungan satu sama lairﬁmg digunakan untuk memproses, menyimpan,
dan mendistribusikan data. Sistem informasi yang baik memiliki sistematika
yang jelas, ringkas, dan sederhana sejak tahap pengumpulan data,
pengolahan sesuai prosedur, penyebaran data yang akurat, interpretasi, dan
distribusi yang tepat.

Informasi diperlukan untuk setiap aktivitas administrasi dan
pelaksanaan bisnis, seperti pembelian, penjualan, produksi, personalia,
perpajakan, perencanaan, program, dan pengawasan.

Informasi adalah semua informasi yang m tu manajer atau
pengambil keputusan mencapai tujuan organisasi, menurut Chr. Jimmy
L. Cﬁ (2008:7). Komponen sistem informasi termasuk:

Perangkat keras terdiri dari komputer, printer, dan jaringan.

2. Perangkat lunak adalah kumpulan perintah dan fungsi yang ditulis
dengan aturan tertentu yang memungkinkan komputer melakukan
tugas tertentu.

3. Faktor manusia yang memiliki latar belakang pendidikan teknis

komputer, termasuk operator, analis sistem, dan programmer.

e |

Prosedur, dokumentasi prosedur atau proses sistem, buku penuntun

operasional (aplikasi), dan teknis.

214 Aspek-aspelﬂjministrasi kependudukan
Mengamati proses informasi kependudukan, seperti sistem pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan,
adalah bagian dari sistem administrasi kependudukan, yang terdiri dari tiga
komponen: pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan
rmasi. Selanjutnya, dari operasional ke tiga komponen tersebut, aktivitas
yang dilakukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat di institusi
terdﬁat diuraikan.
a. Pendaftaran penduduk
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Tujuannya adalah untuk membuat basis data dan mendistribusikan
identitas setiap orang dewasa dengan nomor penduduk sebagai
identitas tunggal. Tiga dokumen—zBiodata Penduduk, Kartu
Keluarga, dan KTP—diterbitkan sebagai hasil dari proses
pendaftaran penduduk ini.

. Pencatatan sipil adalah alat yang digunakan untuk mencatat

peristiwa penting yang dialami oleh dlasyarakat. Negara harus

mengizinkannya dengan menerbitkan dokumen yang sah dalam
bentuk akta catatan sipil. Beberapa akta penting yang perlu
dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran;

2. Akta Kematian;

3. Akta Perkawinan;

4. Pengangkatan Anak; dan

5. Pengesahan Anak.

Pengelolaan Informasi Kependudukan:

Menjaga daftar hasil pendaftaran penduduk d&pencatatan sipil

dengan cara yang akan memberikan informasi tentang

perkembangan penduduk secara berkala. Karena outputnya adalah
informasi, bagian ini sering disebut sebagai pengelolaan informasi.

Administrasi kependudukan diberikan tugas untuk:

1. Memberikan pelayanan publik yang profesional untuk
memenuhi hak azasi setiap orang di bidang Administrasi

" Kependudukan tanpa diskriminasi.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya
untuk  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  administrasi
kependudukan.

3. Memenuhi data statistik nasional mengenai peristiwa dan
peristiwa kependudukan penting.

4. Mendukung  perumusan  kebijakan dan  perencanaan

pembangunan secara nasional, regional, dan lokal.
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5. Memberikan dukungan untuk pembentukan

Administrasi Kendudukan mcakup:

. Penduduk, yang terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) dan

orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;

. Dokumen kependudukan, yang merupakan dokumen resmi

yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dengan kekuatan
hukum sebagai bukti sah yang dihasilkan dari layanan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

. Data kependudukan, yang merupakan data perseorangan atau

agregat yang dibentuk oleh kegiatan

. Pendaftaran penduduk mencakup dokumentasi administrasi

kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan, seperti

kartu identitas dan surat keterangan penduduk.

. Pencatatan sipil mencakup dokumentasi peristiwa yang dialami

oleh seseorang dalam registrasi pencatatan di instansi

pelaksana.

Informasi yang dibutuhkan membutuhkan kelengkapan dan kecepatan.

Untuk mengantisipasinya, sistem yang sudah aﬁharus ditingkatkan untuk
menyampaikan data dengan tepat dan mudah. La%ah-langkah kebijakan

yang sangat strategis diperlukan untuk membangun sistem administrasi yang

handal dan responsif terhadap perubahan yang terjadi secara nasional,

regional, dan global, antara lain:

L.

Menjadikan  kependudukan sebagai pusat perhatian dalam
pembangunan berkelanjutan. Pemerintah menggunakan strategi
idang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Strategi ini
didasarkan pada perumusan kebijakan kependudukan yang bertujuan
untuk mengontrol kualitas dan mengarahkan mobilitas sesuai dengan
hasil pengelolaan administrasi dan informasi kependudukan. Ini
digunakan sebagai alat untuk mendukung perumusan kebijakan

kependudukan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang
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bagai fenomena kependudukan diperlukan di masa mendatang,
tentunya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pengembangan.

2. Membangun .SIAK yang efektif dan melindungi penduduk.
Membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini sangat
penting untuk memenﬁ hak penduduk dan perlindungan sosial
sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Untuk itu, landasan hukum
diperlukan untuk menjalankan administrasi kependudukan yang lebih
luas.

3. Menciptakan SIAK melalui kerjasama dan komitmen dengan berbagai
pihak serta dukungan dari institusi pemerintah, swasta, dan
masyarakat. Untuk membangun SIAK ini, instansi tcrkﬁdi semua
tingkatan harus bekerja sama dan bekerja sama untuk membangun
basis data yang terintegrasi dari berbagai instansi.

Menurut penjelasan di atas, beberapa hal yang mempengaruhi

penerapan SIAK. Ini termasuk Teknologi Informasi (IT), Sumber Daya

Manusia (SDM), dan otoritas pemerintah untuk melaksanakan peran

masyarakat dalam mendukung penerapan administrasi kependudukan yang

sudah ada.

2.1.5 Administrasi i
Administrasi mencakup semua tindakan atau jenis saha dan aktivitas yang
berkaitan dengan penerapan kebijakan untuk mencapai tujuan dan target
organisasi. Dalam buku Pengantar Il Administrasi (2020), Alemina
Henuk-Kacaribu mengatakan bahwa administrasi berasal dari bahasa
Yunani, yakni administrare, yang berarti melayani, atau membantu.
Administrasi, dalam arti lain, adalah semua tindakan yang dilakukan untuk
mencapai tujuan bersama, i dari pengaturan hingga pengurusan. Karena
administrasi membutuhkanrgc:ja sama dari dua atau lebih orang, satu orang

tidak cukup.
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Dr. Sondang Siagian (2012:13) mengatakan administrasi adalah

keseluruhan proses kerja sama antara dua atau lebih individu yang

didasarkan pada rasionalitas untuk mencapai tujuan tertentu.

Proses registrasi penduduk, yang mencakup pemberian mor

Induk Kependudukan (NIK), harus ditata secara administratif. Semua

penduduk, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara

Asing (WNA), yang mengalami perubahan status kependudukannya, harus

mendaftarkan diri atan mencatatkan perubahan status tersebut kepada

petugas yang ditunjuk oleh negara untuk menerapkan sistem ini.

2.1.6 Fungsi Administrasi

Seseorang dapat mengatakan bahwa pckcrﬁ'l ini memiliki fungsi atau

peran yang sangat penting berdasarkan pengertian administrasi yang

diberikan oleh para ahli.

1.

Perencanaan

Para ahli berpendapat bahwa administrasi adalah kegiatan perencanaan
menurut salah satu definisi administrasi perkantoran. Perencanaan, atau
fungsi perencaﬁn, adalah fungsi administrasi pertama. Perencanaan
membutuhkan pengumpulan dan pengolahan data sebelum menyusun
rencana.

Organisasi

Fungsi selanjutnya dari administrasi perkantoran rﬁurut para ahli
adalah fungsi pengorganisasian, juga dikenal sebagai pengorganisasian.
Fungsi ini adalah menyusun dan membentuk hubungan kerja antara satu
pihak dengan pihak lain sehingga terbentuk kesatuan.

Laporan

Fungsi lain administrasi ini adalawelaporkan perkembangan dan hasil
kegiatan melalui keterangan lisan maupun tulisan. Fungsi ini
memungkinkan pihak yang menerima laporan untuk mengetahui dan
mendapatkan gambaran tentang bagaimana tugas-tugas tersebut

dilaksanakan.
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Kependudukan
Kependudukan dapat didefinisikan sebagai segalabal yang berkaitan dengan
ekonomi, sosial, budaya, dan politik, seperti jumlah, umur, perkawinan,
agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, kualitas, mobilitas, dan
ketahanab

Upaya terencana untuk mengarahkan perkemba kependudukan
dan pembangunan keluarga dikenal sebagai pengelolaan kependudukan dan
pembangunan keluarga. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa
penduduk tumbuh seimbang dan meningkatkan kualitas penduduk pada
seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi
yang berkaitan dengan perubahan keadaan kependudukan, yang dapat
memengaruhi dan  dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan
berkelanjutan.

Pengaturan administrasi kependudukan memerlukan pelayanan
profesional yang baik dan peningkatan kesadaran penduduk. Dengan

demikian, penerapan SIAK untuk administrasi kependudukan yang tertib

akan menjadi mungkin.

Indikator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1. Akurasi Data

2. Ketepatan Waktu

3. Keamanan Data

4. Integritas data

5. Ketersediaan Layanan

Pelayanan Publik

Sistem adalah kumpulan unit yang saling berhubungan s ama lain dan

tidak dapat dipisahkan untuk ﬁlcapaj tujuan tertentu. Apabila satu unit
macet atau terganggu, punakan terganggu untuk mencapai tujuan tersebut.
Organisasi atau perusahaan adalah tempat sumber daya manusia

bekerja sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah
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ditentukan. Sistem memberikan manajer kerangka pemikiran, dan mereka
juga dapat mengatasi keruwetan sistem.Dengan adanya sistem, pelaksanaan
aktivitas pekerjaan akan diorientasikan ke tujuan yang diharapkan,
Menurut Gordon (2007:86) menyatakan bahwa "sistem adalah
terdiri dari bagian-bagian saling berhubungan yang beroperasi bersama
untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud." Menurut MclLeod

(2009:9), sistem terdiri dari kumpulan elemen yang terintegrasi dengan

juan yang sama.

%ugiatan pelayanan yang disediakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dasar sesuai dengan hak hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan _gleh
penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik dapat
didefinisikan sebagai pelayanan publik.

Pemberian layanan (melayani) kebutuhan individu atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yangéah ditetapkan dikenal sebagai pelayanan publik. Pelayanan
didefinisikan dalam kamus besar bahasa indonesia sebagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu
menyiapkan atau mengurus kebutuhan seseorang.

Menurut Rasyid (dalam Frederik Mote, 2016), pemerintahan pada
dasarnya adalah@elayani masyarakat dan menyediakan lingkungan yang
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan
dan inovasi mercka untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu,
birokrasi publik bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan

layanan yang baik dan profesional.

2.2.1 Indkator pelayanan Publik
1. Waktu Respon
2. Akuntabilitas

3. Inovasi

4. ketersediaan Informasi
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23 Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian sebelumnya berfungsi sebagai dasar untuk pengetahuan dan
pemahaman saat ini tentang topik penelitian. Creswell (2017: 90), temuan
penelitian sebelumnya berasal dari penelitian dan laporan sebelumnya yang
terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian sebelumnya memberikan
dasar teoritis dan metodologis untuk penelitian baru dan membantu mengisi
celah pengetahuan yang ada. Selain itu, mereka memberikan landasan
teoritis dan metodologis untuk penelitian selanjutnya, yang membantu

menemukan celah pengetahuan yang masih perlu dipenuhi.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No | Peneliti | Judul Penelitian P:;:?g:n - Hasil Penelitian
1. La “Impelementasi | Metode Dalam penelitian yang
Tarifu, | Sistem Kuantitatif | dilakukan  ditemukan
2020 | Informasi beberapa indikator
Administrasi sebagai daya dukung
Kependudukan dalam  melaksanakan
Dalam SIAK seperti
Pelayanan Kartu Pendaftaran Penduduk,
Tanda Penduduk pencatataan sipil, dan
Pada Dinas pengelolaan informasi.
Kependudukan Serta, terdapat faktor
dan Catatan penghambat yaitu
Sipil Kota masih di temukannya
Kendari” sumber daya manusia
(ASN) vyang masih

kurang terampil.

2. | T “Evaluasi Penelitian | Dalam penelitian yang
Adriya | Kebijakan Deskriptif | dilakukan ditemukan
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nto,
Kismart
ini. (Tri
Adriya
nto,

2016

Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan
(SIAK) di Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Kabupaten

Semarang”.

Kualitatif

bahwa keberadaan
élministrator database
sebagai operator
dalam bekerja masih
terlihat sangat kurang
terampil, selain itu,
keberadaan saran dan
prasarana pendukung
seperti perangkat
lunak untuk SIAK
sudah cukup baik
akan tetapi masih
sering bermasalah
pada jaringan internet.
Adanya Aggaran
Dana sudah cukup
besar dan  sudah
tercukupi. Untuk
Kegiatan  Sosialisai
yang dilakukan oleh
OPD tersebut adalah
pembuatan ~ Phamlet
dan  disebarluaskan
kepada  masyarakat.
Dalam
pelaksananannya
sudah sesuai
mekanisme pelayanan
atau sesuai dengan

SOP yang telah buat.

Lestari

“Implementasi

Deskriptif

Dalam penelitiannya,
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Florenc | Sistem Kualitatif | terdapat  Perubahan
e, Informasi yang terjadi dengan
Daicy | Administrasi adanya  peningkatan
Jetty, Kependudukan kualitas  pelayanan,
Lengko | (Siak) Di Dinas serta adanya peran
, Kependudukan masyarakat dalam
Gustaaf | Dan Pencatatan menuntut  pelayanan
B. | Sipil Kota yang harus bisa cepat
Tampi( | Manado™. dan tepat.
Lestari
&
Tampi,
2016)
4. | Burhan | “Sistem Deskritif alarn penelitian ini,
uddin Informasi kualitatif | adanya daya dukung

Nur(Nu | Administrasi
r, 2019) | Kependudukan

Dalam
Meningkatkan
Pelayanan
Publik Pada
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Kota
Palopo”.

dalam melaksanakan
SIAK yait terdapat
operator SIAK dan
pembangunan
Infrastruktur ~ beserta
prastruktur  seperti
perangkat  komputer,
server SIAK. Dalam
hal ini adanya
Pelaksanaan SIAK
sebagai wujud dari
cita-cita  Pemerintah
untuk menerapkan
electronic

government.

Sumber: Diolah Penulis, 2023
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rangka Berpikir
Kerangka berpikir menunjukkan bagaimana teori berinteraksi dengan
berbagai elem g telah ditentukan sebagai masalah penting. Akibatnya,
kerangka pikir penelitian ini dalﬁ digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias

1 1 ¥

IN PUT ) SISTEM —) ouT PUT

Sumber : Alur SIAK 2023
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3.1

2]
BAB III

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Moleong (2019:6) pendekatan penelitian merupakan secara

keselurhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari

perumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Adapun beberapa

pen%atan penelitian dalam kualitatif itu adalah sebagai berikut :

a.

Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian

Deskriptif merupakan penelitian yang berusahan mendeskripsikan suatu

untuk mengungkap kasus tertentu.

gejala, peristiwﬁn kejadian yang terjadi pada masa sekarang.

Fenomenologi diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup
seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara
subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari

fenomena tersebut.
1

Berdasarkan pendapat diatas, maka jenis pendekatan kualitatif pada

penelitian penulis ini adalah dengan pendekatan Deskriptif. Penelitian dapat

diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang. Dapat dilihat dari sudut

pandang jenis dan analisis data, berdasarkan tujuannya, berdasarkan metode,

berdasarkan tingkat explansi, dan pwkatannya.

Berikut adalah jeni-jenis penelitian menurut Sugiyono (2020:9):

d.

Penelitian kualitatifMetodg penelitian kualitatif menurut

Sugiyono (2020:9) adalah penelitian yang dilakukan kepada objek
penelitian yang mengalami peristiwa dimana peneliti menjadi
instrumen kunci didalam penelitian.

Penelitian kuantatif ©

Penelitian kuantatif menurut Sugiyono (2020:9) dalah jenis penelitian

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara melakukan
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pengumpulan data yang memanfaatkan instrume&penelitian sering
disebut cara-cara kuantifikasi (pengukuran). Dalam pendekatan
kuantatif hakekat hubungan diantara variable-variabel di analisis
dengan menggunakan teori yang obyektit.

Riset gabungan menurut Sugiyono (2020:9) adalah riset yang

c. Riset gabungan

menggunakan metode kualitatif dan kuantatif.
Berdasarkan teori ataupun pendapat diatas, penulis menetapkan bahwa jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
Kualitatif, dikarenakan penelitian ini dilakukan pada objek penelitian

dimana peneliti menjadi instrument didalam penelitian ini sendiri.

3.2. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:9), definisi variabel adalah penjelasan
tentang cara mengukug.atau mengamati variabel penelitian secara konkret
dan jelas, sehingga dapat dipahami oleh peneliti dan orang lain yang
membaca hasil penelitian. Definisi operasional ini berisi deskripsi y
terperinci tentang variabel yang akan diukur atau diamati, serta teknik dan
metode pengumpHan data yang digunakan dalam penelitian.

Definisi variabel dalam penelitian ini adalah:
1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
2. Pelayanan Publik

33. Eokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nias yang beralamat di jalan maduma desa Hiliweto Gido

Kecamatan Gido Provinsi Sumatera Utara.
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Tabel 3.2

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan

Kegiatan
Proposal
Skripsi
Konsultasi
kepada
Dosen
Pembimbing

Jadwal
. ] ) ) Septemb
April Mei Juni Juli Agustus
er
2023 2023 2023 2023 2023
2023

20314/ 112|134 1(23]4]1[2/3/4]1]2]|3|4

Pendaftaran
Seminar
Proposal
Skripsi

Pengumpulan
Data

Penulisan
Naskah
Skripsi

Konsultasi
Kepada
Dosen
Pembimbing

Penulisan dan
Penyempurna
n skripsi

Ujian skripsi

Sumber : Olahan Penulis, 2023
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34.

35.

Sumber Data

Sumber data Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan
informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut
a. Sumber Data Primer
Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan
sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek
nelitian dilakukan.
b. Sumber data sekunder
Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang
tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat
orang laip, atau lewat dokumen. Meskipun bukan data utama, data
sekunder tidak dapat di abaikan karena sekunder merupakan data
pendukung yang berfungsi. Sumber data seckunder dalam penelitian ini
didapatkan dari berupa buku, jurnal, arsip, atau dokumen pribadi yang
relevan dengan hasil penelitian.
Intrumen Penelitian
Menurut Sugiyono (2018:250) instrument penelitian merupkan suatu alat
yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang
diamati. Dimana instrument penelitian pada penelitian kualitatif adalah
peneliti itu sendiri. Dimana peneliti akan menjadi alat untuk merekam
informasi selama berlangsungnya penelitian.

3.5.1 Informan nelitian

Menurut sugiyono (2018: 250) infroman penelitian adalah individu
atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai
situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti

dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi
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objek penelitian. Adapun Informasi pada penelitian ini dapat dilihat pada

tabel berikut ini:
Tabel 3.3

Data Informan Penelitian

NO. NAMA JABATAN
1. | Tehezisokhi Hulu, S.IP Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Nias
2. | Aguslin F. Sarumaha, SE Sekretaris DUKCAPIL Kabupaten Nias
3. | Rima Zebua,SE Kepala Bidang Dafduk
4. | Selamat Olembata Oktavianus, M.AP Kepala Bidang Catpil
5. | Rosali Zebua, SE Kepala Bidang Piak
6. | Faigi Zisokhi Hulu, SE Kasi Identitas Penduduk
7. | Prano Perintis Telaumbanua, SE Kasi Kelahiran Perkawinan dan Perceraian
8. | Lestari Pudiastuti Mendrofa, ST Penyusun Pencatatan dan Pelaporan data

kependudukan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, 2023

36 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018), teknlk pengumpulan data dilakukan pada kondisi
yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih
banyak pada observasi berperanserta, wawancara mendalam, dan
dokumentasi. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018) terdiri
atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti
mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan
a(umcntasi.
a. Observasi
Menurut Sugiyono (2018) Observasi merupakan dasar semua ilmu
pengetahuan, melaui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan
makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati

secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi focus penelitian.
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Saya melakukan observasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ﬁbupaten Nias

b. Wawancara
Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya
sedikit atau kecil. Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang
dilakukan oleh peneliti yang dilaksanakan secara tatap muka dengan

ala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nias.

c. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang
digunakan untuk memperolah data dan informasi dalam bentuk buku,
arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta
keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini
merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh

informan.

6 ]
3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan pada saat pengumpulan
data sedang berjalan dan ketika selepas menyelesaikan pengumpulan data
pada kurun waktu tertentu. Ketika sedang melakukan wawancara peneliti
harus melaksanakan analisis pada setiap tanggapan narasumber yang sedang
diwawancarai. Apabila tanggapan narasumber dirasa belum memuaskan
maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali sampai diperoleh data
yang dianggap meyakinkan. Peneliti ini akan menggunakan model analisis
data dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020: 132-142) dimana terdapat
empat tahapan analisis data, sebagai berikut:
1) Reduksi Data.

Data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data, jumlahnya banyak

serta beragam, membuat data yang didapatkan perlu dicatat dengan
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2)

3)

teliti dan rinci, untuk kemudian direduksi. Reduksi data merupakan
kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada
hal-hal penting, dan dicari tema dan pola dari data. Sehingga data yang
sudah direduksi dapat membuat gambaran lebih jelas dan memudahkan
peneliti dalam pengumpulan data pada tahap berikutnya atau mencari
data yang dibutuhkan lagi.

Penyajian Data.

Setelah data direduksi kemudian langkah selanjutnya dari analisis data
ialah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa
dilakukan dengan cara membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori, flowchart, dan sejenisnya. Tujuan penyajian data merupakan
untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.

Kesimpulan Dan Verifikasi.

Tahap terakhir dari model analisis data Miles dan Huberman ialah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pada penelitian
kualitatif bisa jadi menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat
diawal ataupun bisa jadi tidak bisa menjawab rumusan masalah itu.
Karena pada penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat

sementara dan dinamis mengikuti perkembangan penelitian dilapangan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran Umum Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil
bupaten Nias

Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Nias dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias. Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias adalah unsur

pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias
Visi adalah tujuan atau arah utama yang ingin dicapai oleh suatu lembaga
atau instansi, organisasi, sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan
yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi
dengan tujuan agar bisa mencapai visi tersebut. Visi dan Misi prodi
manajemen fakultas ekonomi universitas nias, yakni sebagai berikut:
Visi:
KABUPATEN NIAS MAJU

isi:
1. Desa terakses, Ibu Kota terurus
2. Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak
3. Petani, Peternak dan nelayan produktif
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uktur Organisasi
Berdasarkan Susunan organisasinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Nias di kepalai oleh seoarang Kepala Dinas, dibantu
Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang. Sekretaris dibantu oleh 2 (dua)
Kasubbag, sedangkan masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua)
Kepala Seksi dan beberapa staf yang melaksanakan pelayanan publik di

bidang penyelenggaran administrasi kependudukan.

Gambar 4.1
Stuktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Nias

Kelompok

Jabatan Fungsional Umum

|

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias
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4.14 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,nas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada Tahun 2017 melaksanakan urusan
kependudukan dan pencatatan sipil dcngahsusunan organisasi
kelembagaan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 14
un 2016tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Niasyang
merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016ttang Perangkat Daerah maka susunan organisasi
pada Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nias sebagai berikut :
L PALA DINAS
Tugas Pokok:
Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan
pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Nias:
Fungsi:

1. Perumusan Kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan
sipil;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan
sipil;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan
pencatatan sipil.

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipil;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Rincian Tugas:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencan gram
kerja kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan jakan
umum Daerah Sebaﬁpedoman pelaksanaan tugas;

2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
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administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Menyelenggarakan perumusan kehijakan daerah dalam
pelaksanaan kewenangan daerah dibidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kepgndudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

*mmuskan pedoman pembinaan dan pelaksanaan tugas
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kcpdudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mengoordinasikan tugas-tugas pembantuan baik yang berasal dari
Pemerintah Daerah, Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah
Pusat menurut ketentuan yang berlaku;

Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas untuk menciptakan sinkronisasi;
Menghadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan yang
berhubungan bidang tugas Pemerintahan, Pembangunan,
Kemasyarakatan, terutama bidang kependudukan dan pencatatan

sipil;
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9. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan lingkungan pelayanan kesekretariatan, pelayanan
pendaftaran, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi

layanan;

10. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta menilai

wahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

11. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang
tugasnya :

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

. SEKRETARIS

TugasPokok:

Menyelenggarakan koordinasi perencanaan program, evaluasi,

pelaporan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Fungsi :

1.
2.

Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran;
Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran,
administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan
dan hubungan masyarakat;

Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
Dinas;

Pelaksanaan koordinasi,pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas:

Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan

keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
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10.

I1.

12.

13.

14.

Mengoordinasikan pengelolaan administrasi perkantoran,
keuangan dan kepegawaian dinas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan internal dan
kebutuhan administratif dinas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Mengoordinasikan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan
pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai ketentuan yang
berlaku;

Mengoordinasikan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan
administrasi kepegawaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
Mengoordinasikan penyelenggaraan seluruh kegiatan protokoler
dan hubungan masyarakat yang berhubungan dengan tugas
dinas;

Mengoordinasikan operasional dan penataan rumah tangga
dinas serta kebutuhannya;

Mengoordinasikan pengelolaan dan penataan kearsipan, arus
surat-surat dinas yang tertib dan terarah;

Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
penyelenggaraan tugas-tugas administrasi perkantoran,
keuangan, umum dan kepegawaian;

Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta
menilai bawahan melglui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
Menyampaikansaran @n pendapat kepada atasan terkait bidang
tugasnya;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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III.

KEPALA SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Tugas Pokok:

Melaksanakan Ewusunan perencanaan program, evaluasi dan

pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian Tugas:

1.
2.

enyusun rencana kerja subbagian perencanaan dan keuangan;
Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelaksanaan
program, kegiatan dan anggaran;
Melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pelaporan kinerja,
ogram,kegiatan dan anggaran;
Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi
perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan penggajian;
enghimpun dan menyusun bahan Laporan Keuangan;
Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana
Kerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Kinerja
stansi Pemerintah;
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta
enjlaj bawahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang
tugasnya;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Tugas Pokok:
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Melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaan, saranadan prasarana,

ketatausahaaﬂ kehumasan, kearsipandan perpustakaan serta

administrasi kepegawaian.

Rincian Tugas:

I.
2.

10.

I1.

12.

Menyusun rencana kerja sub bagian umum kepegawaian;

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi

pengelolaan naskah, penataan kearsipan, pengagendaan serta

pendistribusian surat menyurat;

Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi

penyiapan bahan dan penyusunan rencanamutasi, disiplin,

pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai dan pensiunan
awai;

Melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat-rapat

dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;

Menyusun bahan kerjasama, publikasi dan hubungan

= asyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Menata dan memelihara arsip serta menyelenggarakan dan

memelihara perpustakaan kantor;

Melaksana]ﬁurusan rumah tangga serta memelihara

kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;

Melaksanakan pengelolaan urusan Barang Milik Daerah;

Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana danprasarana

ntor serta aset lainnya;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta

menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

Menyampaikansarandan pendapatkepada atasan terkait

bidangtugasnya;

Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh atasanterkait

dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK

Tugaspokok:
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Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakandi bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Ehngsi:
L.

Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

2. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

3.  Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;

4.  Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

6.  Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk;

7.  Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendattaran penduduk;

laksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas:
1.  Menyelenggarakan tugas-tug@bidang pendaftaranpenduduk;

2. Merumuskan dan menyusun rencana dan program kerja bidang

layanan pendaftaran kependudukan;

3.  Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka sinkmnisasiﬁaksanaan tugas;

4. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan pelaksanaan
fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang
pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah
datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk,
dan pendataan pen k;

5.  Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang
fasilitasi dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas
penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen
pendaftaran penduduk, dan pendataan penduduk;

6.  Mengkaji dan merumuskan pelaksanaan pembinaan umum dan
koordinasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk,
pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran
penduduk, dan pendataan penduduk;
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10.

I1.

13.

14.

Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang
pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah
datang penduduk, pengelolaan dokumen pendattaran penduduk,
dan pendataan penduduk;
Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Biodata
Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Identitas Anak dan pendaftaran pindah datang penduduk di
idang pelayanan pendaftaran penduduk;

Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
laksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;

Menyelengﬁakan sosialisasi kebijakan pendafataran dan

pencatatan identitas penduduk, pindah datang penduduk dan
ndataan penduduk;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta

menilai bawahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang

tugasnya;

Melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan

berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban sanaan tugas kepada Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Melaksanakan tugas lainyang diberikan atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

. KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK

Tugas Pokok:
Melaksanakan penyiapan bahan percncanaangerumusan, kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta tugas yang berhubungan

dengan pendaftaran dan pencatatan penduduk.

Rincian Tugas:

1.

Menyusun rencana kerja seksi identitas penduduk;
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10.

I1.

12.

Melaksanakan pengkajian peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta
bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan identitas penduduk;
Melaksanaan konsultasi dan koordinasi peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan
serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan identitas
penduduk;
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran dan pencatatan
identitas penduduk;

laksanakan pemeriksaan, penelitian berkas-berkas,
pendaftaran dan pencatatan Identitas penduduk;
Menyusun petunjuk penyelenggaraan pendattaran penduduk
dan penerbitan data penduduk WNI maupun WNA;
Melaksanakan pencatatan,Penerbitan dan pemberian gayanan
Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu
Identitas Anak (KIA) ;
Melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemberian pelayanan
Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat
Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) bagi Warga Negara Asing
(WNA) yang memegang Kartu Identitas Tinggal Terbatas
(KITAS) dan Kartu Idegptitas Tinggal Tetap (KITAP);
Menyediakan blangko kartu keluarga, kartu tanda penduduk
serta formulir-formulir administrasi kependudukan lainnya
yang dibutuhkan dalam pelayanan pencatatan identitas

duduk;
Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk diKecamatan
dan Desa/Kelurahan;
Melaksanakan pemantauan terhadap kepemilikan identitas
penduduk;
Melaksanakanaktivasi data penduduk yang dibekukan;

40




VII.

13. Melaksanakan legalisasi dokumen pendaftaran penduduk;
14. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
giatan pendaftaran dan pencatatan identitas penduduk;

15. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta
enjlaj bawahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

16. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang
tugasnya ;

17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PINDAH DATANG
PENDUDUK

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta tugawg berhubungan
dengan pendataan penduduk dan pelayanan pindah datang penduduk.
Rincian Tugas:

1.  Menyusun rencana kerja seksi pendataan dan pindah datang

2.  Melaksanakan pengkajian peraturan perundang- undangan,

penduduk penduduk;

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta
bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan pendataan dan
pindah datang penduduk;

3.  Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
pedoman dan petunjuk pendaftaran pendataan dan pindah
datang pendudyls

4.  Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia pengelola perkembangan penduduk;

5.  Melaksanakan pendataan penduduk rentan administrasi
kependudukandan penerimaan setiap pelaporan pindah datang
penduduk;
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VIII.

10.

I1.

12.

13.

14.

15.

Melaksanakan pendataan orang asing dan pelayanan pindah
ang penduduk diKecamatan dan Desa/Kelurahan;

Melaksanakan pemeriksaan, penelitian berkas-berkas,

pendaftaran dan pencatatan pindah datang penduduk ;

Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Pindah

DatangPenduduk;

Melaksanakan pendataan Tenaga Kerja Indonesia ;

MelaksanakanpenerbitanSuratKeterangan

PindahLuarNegeri(SKPLN)danSuratKeteranganDatangl.uarNe
i (SKDLN) ;

Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perundang-

undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan

abahan lainnya yang berkaitan dengankependudukan;

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan dibidang pendataan penduduk dan pindah datang
nduduk;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta

menilai bawahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasanterkait

idangtugasnya ;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan

tugas danfungsinya.

25
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Fungsi :

1.
2.
8l

Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan

pencatatan sipil;
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Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

Pengendaliandan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;

EE B B S

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Karakterisk Inform

Pada uraian ini peneliti mengemukakan data penelitian yang merupakan
data hasil yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu: di Dinas
Kependudukan dan Pencatatanéipil Kabupaten Nias, khususnya
menjelaskan dan menganalisis Implementasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan PelayanaHublik di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Data yang
disajikan dalam penelitian ini adalah data yang di h dari hasil
wawancara yang dilakukan peneliti sendiri kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan penjatatan Sipil Ebupaten Nias. Sebagai narasumber
dalam mengadakan observasi secara langsung pada lokasi penelitian guna
memperoleh data secaraé’angsung yang berhubungan dengan masalah
penelitian. Peneliti akan menguraikan pembahasan secara teoritis maupun
secara langsung pada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi
identitas narasumber adalah: nama, pendidikan terakhir, dan jabatan.
Dalam penelitian ini narasumber berjumlah 4 orang yaitu: Kepala Dina
Kependpdukan dan Pencattan Sipil Kabupaten Nias. Yang disajikan

peneliti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Nama — Nama Informan Kunci
No. Nama Jabatan Pendidikan

1 Tehezisokhi Hulu, S.IP Kepala Dukcapil S1

Kabupaten Nias

Sumber: Olahan Peneliti, 2024
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No.

Tabel 4.2
Nama — Nama Informan Pendukung
Nama Jabatan Pendidikan

Aguslin F. Sekretaris S1
Sarumaha, SE DUKCAPIL

Kabupaten

Nias
Rima Zebua . SE Kepala S1

Bidang

Dafduk
Selamat Olembata Kepala S2
Oktavianus, M.AP Bidang

Catpil
Rosali Zebua, SE Kepala S1

Bidang Piak

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Analisis Hasil Wawancar:

Dalam menganalisa hasil penelitian ini menggunakan teknik penelitian,

antara lain:

a. Wawancara (%erview),

Merupakan: teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tata
muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.
Peneliti telah melakukan wawancara kepada sumber data, disertai
dengan bukti foto, dan hasil wawancara. dengan mengajukan beberapa
pertanyaan terkait tentang kinerja, pemanfaatan tcknologi, dan
pelayanan.
mentasi

Merupakan_metode pengumpulan data yang disertai dengan bukti
foto-foto, untuk melengkapi data hasil wawancara dan hasil

pengamatan atau observasi. Peneliti telah mengambil dokumentasi
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dari sumber data, sebagai bukti bahwa peneliti sudah terjun langsung
ﬁapangan untuk melakukan wawancara.

c. Observasi
Merupakan: Aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu
secargecermat secara langsung dilokasi penelitian tersebut. Peneliti
telah melakukan pengamatan tentang fenomena yang terjadi di lokasi

penelitian.

43.1 Akurasi Data

Akurasi data dalam implementasi sistem informasi administrasi
kependudukan memainkan peran penting dalam meningkatkan pelayanan
publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaﬁ Nias. Data
yang akurat adalah fondasi utama dalam menyediakan layanan yang
efektif dan efisien kepada masyarakat. Dalam konteks ini, akurasi data
mengacu pada kebenaran dan kevalidan informasi yang tersedia dalam
sistem administrasi kependudukan.

Akurasi data memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Nias untuk memiliki gambaran yang tepat tentang jumlah
penduduk, demografi, dan kebutuhan layanan publik. Dengan informasi
yang akurat, pihak berwenang dapat mengidentifikasi area atau kelompok
yang membutuhkan perhatian khusus, serta merencanakan dan
mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif.

Akurasi data meminimalkan risiko kesalahan administratif dan
keputusan yang salah. Dalam proses administrasi kependudukan,
kesalahan seperti pencatatan ganda, informasi yang tidak lengkap, atau
tidak valid dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti kebingungan
identitas, akses terhambat terhadap layanan, atau baﬁn penyalahgunaan
data pribadi. Dengan memastikan data yang akurat, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dapat meminimalkan risiko ini dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi damanan data.

Akurasi data juga berdampak langsung pada kualitas layanan yang

diberikan kepada masyarakat. Informasi yang akurat memungkinkan
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petugas administrasi untuk memberikan layanan yang lebih personal,

relevan, dan tepat waktu. Dengan memiliki akses ke data yang akurat,
petugas dapat menjawab pertanyaan masyarakat dengan lebih baik,
memproses permohonan dengan lebih cepat, dan memberikan solusi yang
lebih efektif terhadap masalah administratif yang dihadapi oleh penduduk.
Akurasi data dalam implementasi sistem informasi administrasi
kependudukan memiliki dampak besar dalam meningkatkan pelayanan
publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias.
Dengan memastikan kebenaran dan kevalidan informasi, pihak berw g
dapat merencanakan, mengelola, dan menyediakan layanan dengan lebih
efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tehezisokhi Hulu,
S.IP (Kepala Dukcapil Kabupaten Nias) Sebagai Informan Kunci. Dengan
rtanyaan: Bagaimana menurut bapak peran akurasi data dalam
gstem Informasi Administrasi Kependudukan untuk meningkatkan
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nias? Pada hari senin, Tanggal 20 November 2023 beliau

“Akurasi data merupakan aspek yang sangat penting dalam

mengatakan bahwa:

implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di

Dinas Kepe ukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Data

vang akurat memastikan bahwa informasi yang.digunakan dalam

sistem adalah valid dan dapat diandalkan. Dengan demikian,

pelayanan  publik dapat ditingkatkan —melalui pengambilan

keputusan yang didasarkan pada informasi yang tepat dan akurat,

sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik dan
sesuai dengan kebutuhan”

Selanjutnya hasil wawancara kepada Ibu Aguslin F. Sarumaha,

SE (Sekretaris Dukcapil Kabupaten Nias) Sebagai Informan Pendukung.

ngan Pertanyaan: Bagaimana menurut ibu peran akurasi data dalam

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk meningkatkan

pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kabupaten Nias? senin, Tanggal 20 November 2023 beliau
mengatakan bahwa:

“Akurasi data adalah hal yang krusial dalam implementasi Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Data yang tidak akurat
dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses administrasi
kependudukan, seperti pembuatan kartu identitas penduduk atau
dokumen lainnya. Dengan memastikan akurasi data yang tinggi,
pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan mengurangi potensi
kesalahan dan ketidakpastian, sehingga masyarakat dapat
menerima layanan yang berkualitas dan terpercaya dari
pemerintah daerah”

Begdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kedua
informan diatas maka pengliti dapat menyimpulkan bahwa akurasi data
memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas layanan publik di
Dinas ﬁpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Data yang
akurat memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam sistem adalah
valid dan dapat diperca&Dengan demikian, pengambilan keputusan yang
tepat dapat dilakukan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan
masyarakat dan memberikan layanan yang lebih baik sesuai dengan

kebutuhan mereka.

Ketepatan Waktu "
Ketepatan waktu dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) memiliki peran krusial dalam meningkatkan
kualitas dan efisiensi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan
@catatan Sipil Kabupaten Nias. Kehadiran SIAK memungkinkan proses
administrasi kependudukan menjadi lebih terstruktur, efektif, dan
transparan. Dengan menjaga ketepatan waktu dalam implementasi SIAK,
berbagai manfaat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Pertama-tama, ketepatan waktu dalam implementasi SIAK

memastikan bahwa data penduduk dikelola dengan akurat dan up-to-date.
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Dengan sistem yang tepat waktu, informasi-informasi penting seperti
identitas penduduk, data keluarga, dan status kependudukan dapat
diperbarui secara berkala, mengurangi risiko terjadinya kesalahangatau
ketidakakuratan data. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan yang
akurat dan valid kepada masyarakat.

Selain itu, ketepatan waktu dalam implementasi SIAK juga
mempercepat proses administrasi kependudukan secara keseluruhan.
Dengan adanya sistem yang efisien dan terintegrasi, berbagai proses
seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, atau akta atian dapat
dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Masyarakat tidak perlu lagi
menunggu berjam-jam atau bahka rhari-hari untuk mendapatkan
dokumen-dokumen penting tersebut. Hal ini tidak h meningkatkan
kepuasan pelanggan, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk
mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan lancar.

Selain itu, ketepatan waktu dalam implementasi SIAK _juga
membantu  dalam  meningkatkan  efisiensi  operasional  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan sistem yang berjalan sesuai
jadwal, petugas dapat bekerja dengan lebih terstruktur dan efektif,
mengurangi waktu yang terbuang dalam proses administrasi manual yang
lambat dan rentan terhadap kesalahan. Hal ini memungkinkan Dinas untuk
mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, meningkatkan
produktivitas, dan mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, ketepatan wﬁtu dalam implementasi SIAK
memiliki dampak yang sangat positif dalam meningkatkan pelayanan
publik di Dinas Kependudukan dan Pgapgatatan Sipil Kabupaten Nias.
Dengan sistem yang tepat waktu, masyarakat dapat mendapatkan
pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien, sementara Dinas dapat
meningkatkan efektivitas operasional mereka dan memperkuat citra
pelayanan publik yang responsif dan berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tehezisokhi Hulu,

SIP (Kepala Dukcapil Kabupaten Nias) Sebagai Informan Kunci. Dengan
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Pertanyaan: sejauh mana pentingnya Kketepatan waktu dalam

implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk
meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias? Pada hari Tanggal 20 November
2023 beliau mengatakan bahwa:

“Ketepatan ~waktu dalam implementasi Sz'sre;ﬁ Informasi
Administrasi Kependudukan memiliki dampak yang sangat
penting dalam meningkatkan pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Dengan
menjaga jadwal yang telah ditetapkan, kami dapat memastikan
bahwa sistem dapat diimplementasikan secara efisien dan tepat
waktu. Hal ini memungkinkan kami untuk meningkatkan efisiensi
dalam pengefr;faah data penduduk, mempercepat proses
administrasi, dan memberikan layanan yang lebih responsif
kepada masyarakat”

Selanjutnya hasil wawancara kepada Ibu Aguslin F. Sarumaha,
SE (Sekretaris Dukcapil Kabupaten Nias) Sebagai Informan Pendukung.
Dengan Pertanyaan: sejauh mana pentingnya ketepatan waktu dalam
implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk
meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias? Tanggal 20 November 2023 beliau
mengatakan bahwa:
“Ketepatan waktu dalam implementasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan sangat berdampak pada kualitas
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencaiatan Sipil
Kabupaten Nias. Dengan menjaga konsistensi dalam jadwal
implementasi, kami dapat memastikan bahwa semua tahapan
implementasi dapat dilakukan dengan lancar tanpa adanya
keterlambatan atau hambatan yang dapat mengganggu kualitas
layanan  publik. Ini memungkinkan masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih

efisien, serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap
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pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang berkualita
s”.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kedua
informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ketepatan
waktu dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Dengan
menjaga konsistensi dalam jadwal implementasi, dapat dipastikan bahwa
semua tahapan dilaksanakan dengan lancar, tanpa mengalami
keterlambatan atau hambatan yang dapat mengganggu kualitas layanan
publik. Hal éi berdampak positif bagi masyarakat, yang dapat
memperoleh pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien.
Selain itu, ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang

berkualitas.

Keamanan Data 8
Keamanan data dalam stem informasi administrasi kependudukan
memegang peran Penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan
publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias.
Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas data kependudukan, menjaga
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi menjadi prioritas
utama. Pertama-tama, perlindungan terhadap informasi pribadi individu
adalah imperatif hukum dan etis. Dengan mengamankan data, risiko
penyalahgunaan identitas dan pelanggaran privasi dapat diminimalkan.
Selain itu, integritas data adalah aspek krusial dalam menjaga
kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dengan memaggikan
bahwa data tidak dimanipulasi atau dimodifikasi secara tidak sah, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dapat memberikan
pelayanan yang akurat dan andal kepada masyarakat. Hal ini juga
memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis data yang tepat dan

efektif bagi pemerintah daerah.
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Selanjutnya, ketersediaﬁata juga menjadi faktor penting dalam
memastikan kelancaran proses administrasi kependudukan. Dengan adopsi
teknologi informasi yang canggih, sistem informasi administrasi
kependudukan harus dirancang sedemikian rupa untuk menangani
lonjakan permintaan data tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan.
Dengan demikian, pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan
meminimalkan waktu tunggu dan memastikan respons cepat terhadap
kebutuhan masyarakat.

Tidak kalah penting, kesadaran akan ancaman keamanan cyber
juga harus ditingkatkan di kalangan personel Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Pelatihan rutin tentang praktik keamanan
informasi, deteksi dini serangan cyber, serta penanganan insiden keamanan
merupakan langkah-langkah preventif yang vital untuk melindungi sistem
informasi administrasi kependudukan dari ancaman luar.

Keamanan data dalam sistem informasi administrasi kependudukan
bukanlah sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga suatu prasyarat untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan
memastikan bahwa setiap individu memiliki kontrol atas informasi
pribadinya. Dengan demikiandpaya untuk memperkuat keamanan data
harus menjadi prioritas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nias guna mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik.

Hasil wawancara kepada Ibu Aguslin F. Sarumaha, SE (Sekretaris
Dukcapil Kabupaten Nias) Sebagai Informan Pendukung. Dengan
Pertanyaan: Apakah ada tantangan taait privasi dan keamanan data
yvang diperlukan untuk diatasi di Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Tanggal 20 November 2023 beliau
mengatakan bahwa:

“kami mengakui bahwa privasi dan keamanan data adalah

prioritas utama kami. Kami secara terus-menerus menghadapi
tantangan terkait dengan perlindungan informasi sensitif warga
kami. Kami telah memperkuat kebijakan dan prosedur internal

kami untuk memastikan bahwa data penduduk disimpan dan
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diakses dengan aman. Selain itu, kami juga secara aktif
melakukan pemantauan dan pembaruan sistem kami agar selalu
siap menghadapi ancaman keamanan yang berkembang”.
Selanjutnya hasil wawancara kepada Ibu Rima Zebua, SE (Kepala
Bidang Dafduk) Sebagai Informan Pendukung. Dengan Pertanyaan yang
sama, Apakah ada tantangan terkait privasi dan keamanan data yang
diperlukan untuk diatasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Nias Tanggal 20 November 2023 beliau mengatakan
bahwa:
kami sangat menyadari adanya tantangan besar terkait privasi
dan keamanan data. Kami telah mengidentifikasi bahwa
meningkatnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan data
penduduk berpotensi meningkatkan risiko kebocoran informasi
pribadi. Untuk mengatasi ini, kami telah meningkatkan
infrastruktur keamanan data kami, termasuk penerapan enkripsi
dan firewall yang kuat. Selain itu, kami juga mengadakan
pelatihan rutin untuk staf kami tentang praktik terbaik dalam
menjaga keamanan data dan privasi individu.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua informan diatas maka
dapat penelitis simpulkan bahwa privasi dan keamanan data adalah
prioritas utama organisasi yang bersangkutan. Mereka telah meningkatkan
kebijakan, prosedur internal, dan infrastruktur keamanan data mereka
untuk melindungi informasi sensitif warga mereka. Selain itu, mereka juga
secara aktif melakukan pemantauan dan pembaruan sistem mereka untuk
menghadapi ancaman keamanan yang berkembang. Mereka menyadari
risiko yang terkait dengan peningkatan penggunaan teknologi dalam
pengelolaan data penduduk dan telah mengambil langkah-langkah konkret,
seperti penerapan enkripsi dan firewall yang kuat serta pelatihan rutin
untuk staf mereka. Kesimpulannya, organisasi ini serius dalam mengatasi
tantangan privasi dan keamanan data serta secara proaktif meningkatkan

infrastruktur dan keterampilan staf mereka dalam hal ini.
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434 Intergritas Data

Integritas data adalah prinsi[émci dalam menjaga keandalan dan

keakuratan informasi dalam sistem informasi administrasi, terutama di

lingkungan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Nias. Integritas data menjamin bahwa data yang dimasukkan, disimpan,

dan diproses dalam sistem tersebut tetap utuh, tidak berubah, dan dapat

dipercaya.

Pentingnya integritas data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Nias tak terbantahkan. Dalam konteks ini, data yang
dipegang oleh institusi tersebut sangat penting, karena melibatkan
informasi pribadi dan legal tentang penduduk dan peristiwa penting seperti
kelahiran, kematian, dan perkawinan. Integritas data memastikan bahwa
informasi ini tidak dimanipulasi atau dirusak, yang dapat mengganggu
keabsahan administrasi sipil dan hak-hak individu.

Untuk memastikan integritas data, langkah-langkah keamanan dan
kontrol yang ketat diterapkan. Ini termasuk penggunaan sistem keamanan
informasi yang canggih, otorisasi akses yang tepat, enkripsi data, dan audit
rutin terhadap aktivitas sistem. Proses validasi data juga penting, dﬁan
melakukan verifikasi dan pemastian bahwa data yang dimasukkan sesuai
dengan standar yang ditetapkan, serta memastikan tidak adanya kesalahan
manusia atau pemalsuan data.

Selain itu, pelatihan dan kesadaran tentang pentingnya integritas
data diperlukan di antara staf yang bekerja dengan sistem informasi
administratif. Mereka harus memahami konsekuensi dari pelanggaran
integritas data dan diberi pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk
mengidentifikasi potensi masalah dan melaporkannya. Ini memastikan
bahwa setiap pengguna sistem bertanggung jawab atas keamanan dan
keabsahan data yang mereka tangani.

Hasil wawancara kepada Ibu Aguslin F. Sarumaha, SE (Sekretaris
Dukcapil Kabupaten Nias) Sebagai Informan Pendukung. Dengan

Pertanyaan: Bagaimana sistem ini berintegrasi dengan departemen
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atau lembaga terkait lainnya?, Tanggal 20 November 2023 beliau
mengatakan bahwa:
“sistem ini dirancang untuk memastikan komunikasi yang lancar
dan kolaborasi yang efektif antara berbagai entitas. Kami
memiliki protokol yang terintegrasi dengan sistem yang
digu n oleh departemen terkait, memungkinkan pertukaran
data yang mudah dan cepat. Selain itu, kami juga mengadakan
pertemuan rutin antar departemen untuk menyinkronkan tujuan

dan inisiatif, memastikan bahwa sistem ini mendukung visi dan

misi organisasi secara menyeluruh”.

Selanjutnta Hasil wawancara kepada Bapak Selamat Olembata
Oktavianus, M.AP (Kepala Bidang Catpil) Sebagai Informan Pendukung.
Dengan Pertanyaan yang sama: Bagaimana sistem ini berintegrasi
dengan departemen atau lembaga terkait lainnya?, Tanggal 20

November 2023 beliau mengatakan bahwa:

“Integrasi sistem dengan departemen atau lembaga terkait lainnya
adalah kunci untuk keberhasilan kerja sama lintas departemen.
Dengan sistem ini, kami telah mengadopsi standar terbaru yang
memungkinkan interaksi yang mulus antara platform yang berbeda.
Kami juga mengimplementasikan serangkaian alur kerja yang
terkoordinasi, memfasilitasi pertukaran informasi yang diperlukan
antara departemen. Dengan cara ini, kami dapat memastikan bahwa
semua entitas terlibat dapat beroperasi secara sinergis untuk

mencapai tujuan bersama”

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kedua
informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Integrasi sistem
dengan departemen atau lembaga terkait lainnya merupakan kunci untuk
keberhasilan kerja sama lintas departemen. Sistem yang telah diadopsi
mengimplementasikan standar terbaru untuk memungkinkan interaksi

yang mulus antara platform yang berbeda. Serangkaian alur kerja yang
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terkoordinasi telah diterapkan, memfasilitasi pertukaran informasi yang
diperlukan antara departemen. Dengan demikian, memastikan bahwa
semua entitas terlibat dapat bcropcr%qecara sinergis untuk mencapai
tujuan bersama. Sistem ini didesain untuk memastikan komunikasi yang
lancar dan kolaborasi yang efektif antara berbagai entitas. Protokol yang
terintegrasi dengan sistem yang digunakan oleh departemen terkait
memungkinkan pertukaran data yang mudah dan cepat. Pertemuan rutin
antar departemen diadakan untuk menyinkronkan tujuan dan inisiatif,
memastikan bahwa sistem ini mendukung visi dan misi organisasi secara
menyeluruh. Dengan demikian, integrasi sistem secara efektif mendukung

kerja sama lintas departemen dan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Ketersediaan Layanan

Ketersediaan layanan dalam sistem informasi administrasi di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nias adalah
faktor krusial yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik. Dalam konteks ini, layanan tersebut mencakup proses pendaftaran
penduduk, penerbitan dokumen kependudukan, dan layanan terkait
administrasi kependudukan lainnya. Ketersediaan layanan yang baik
menjamin akses yang mudah bagi masyar dalam melakukan berbagai
transaksi administratif, seperti pembuatan kartu identitas Anak, akta
kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya.

Pentingnya ketersediaan layanan ini terletak pada upaya
pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan
menyediakan akses yang mudah dan cepat terhadap layanan administrasi
kependudukan. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah
memperoleh dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk berbagai
keperluan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan mendapatkan bantuan sosial.

Namun, tantangan mungkin muncul terkait infrastruktur teknologi
informasi, kualifikasi SDM, dan proses administratif yang kompleks.
Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Nias perlu memastikan adanya investasi yang memadai dalam
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sistem informasi, pelatihan bagi staf, serta penyederhanaan proses
administratif. Selain itu, upaya pengawasan dan evaluasi berkala juga
diperlukan untuk memastikan bahwa layanan tersebut tetap optimal dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan memastikan ketersediaan layanan y ik dalam sistem
informasi administrasi, Disdukcapil Kabupaten Nias dapat memberikan
kontribusi yang signifikan dalam mempercepat pembangunan dan
meningkatkan kesejahterawasyarakat secara keseluruhan. Ini sejalan
dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang
berkualitas dan mudah diakses bagi semua lapisan masyarakat.

Hasil wawancara kepada Ibu Aguslin F. Sarumaha, SE (Sekretaris
Dukcapil Kabupaten Nias) Sebagai Informan P ung. Dengan
Pertanyaan: Bagaimana sistem ini membantu dalam memberikan
layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat?, Tanggal 20
November 2023 beliau mengatakan bahwa:

“Sistem ini me u dalam memberikan layanan administrasi
kependudukan kepada masyarakat dengan cara yang efisien dan
efektif. Melalui otomatisasi proses administratif, seperti
pencatatan data penduduk, pe itan dokumen identitas, dan
pemrosesan perubahan status, kami dapat memberikan layanan
yang lebih cepat dan akurat kepada masyarakat. Ini juga
mengurangi kemungkinan kesalahan dan memastikan keamanan
data penduduk. Dengan akses yang mudah melalui sistem ini,
masyarakat dapat dengan cepat mengakses layanan administrasi
kependudukan tanpa harus menghabiskan waktu yang lama atau
menghadapi kerumitan yang berlebihan”

Selanjutnta Hasil wawancara kepada Bapak Selamat Olembata
Oktavianus, M.AP (Kepala Bidang Catpil) Sebagai Informan Pendukung.
Dengan Pertanyaan yang sama: Bagaimana sistem ini membantu dalam
memberikan layanan  administrasi kependudukan kepada

masyarakat?, Tanggal 20 November 2023 beliau mengatakan bahwa:
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“Sistem ini menjadi fondasi yang kokoh dalam meningkatkan
layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dengan
integrasi teknologi dalam proses administratif, kami dapat
menawarkan layanan yang lebih modern dan terjangkau bagi
masyarakat. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses
pelayanan, tetapi juga meningkatkan akurasi dan keamanan data.

Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih percaya diri

dalam mengurus dokumen mereka. Keberhasila@sistem ini

tercermin dalam peningkatan efisiensi operasional dan kepuasan
masyarakat yang lebih tinggi”

Berdasarkan Hasil wawancara yang disampaikan kedua informan
diatas maka peneliti dapat meggimpukan bahwa Sistem administrasi
kependudukan ini membantu memberikan layanan yang efisien dan efektif
kepada masyarakat dengan otomatisasi proses-proses administratif, seperti
pencatatan data penduduk, penerbitan dokumen identitas, dan pemrosesan
perubahan status. Hal ini memungkinkan pelayanan yang lebih cepat,
akurat, dan aman bagi masyarakat. Integrasi teknologi dalam sistem ini
tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan
keamanan data, sementara memberikan akseg yang mudah kepada
masyarakat tanpa kerumitan berlebihan. Ini menghasilkan kepuasan
masyarakat yang lebih tinggi dan meningkatkan efisiensi operasional

secara keseluruhan.

4.3.6 Waktu Respon
Waktu respon dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipi Kabupaten Nias merupakan sebuah aspek penting dalam
menilai efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, waktu respon mengacu pada waktu yang dibutuhkan
oleh Dinas tersebut untuk menanggapi permintaan, pertwaan, atau keluhan
dari masyarakat yang berkaitan dengan berbagai urusan kependudukan dan

pencatatan sipil. Pelayanan yang cepat dan responsif sangatlah penting

karena masyarakat membutuhkan layanan tersebut untuk berbagai keperluan
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administratif, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, akta kematian, dan
berbagai dokumen penting lainnya.

Namun, dalam prakteknya, waktu respon di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipi Kabupaten Nias mengalami tantangan tertentu. Faktor-
faktor seperti jumlah pegawai yang terbatas, proses administratif yang
kompleks, dan infrastruktur yang kurﬂg mendukung bisa mempengaruhi
kecepatan dalam memberikan respon kepada masyarakat. Selain itu,
kebijakan dan prosedur yang belum terstandarisasi dengan baik juga bisa
menjadi hambatan dalam meningkatkan waktu rcs;ﬁ yang optimal.

Untuk meningkatkan waktu respon dalam pelayanan publik, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Nias dapat
mengimplementasikan beberapa langkah strategis. Ini bisa termasuk
peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan,
penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administratif,
serta penyusunan kebijakan yang lebih efisien dan transparan. Deng
demikian, Dinas ini dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan
memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas dan
efektif.

Hasil wawancara kepada Ibu Aguslin F. Sarumaha, SE (Sekretaris
Dukcapil Kabupaten Niaﬁebagai Informan Pendukung. Dengan
Pertanyaan: Bagaimana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nias menjaga efisiensi waktu dalam memberikan respon
terhadap permintaan atau keluhan dari masyarakat?, Tanggal 20
November 2023 beliau mengatakan bahwa:

“kami memastikan efisiensi waktu dalam merespons permintaan
atau keluhan dari masyarakat dengan beberapa langkah. Pertama,
kami telah menerapkan sistem manajemen yang terstruktur dan
efisien untuk memantau setiap permintaan atau keluhan yang
masuk. Setiap permintaan atau keluhan diberi nomor tiket dan
diprioritaskan berdasarkan urgensi. Kedua, kami memiliki tim
yang terlatih dengan baik dan siap tanggap untuk menangani

setiap permintaan atau keluhan dengan cepat dan efektif. Mereka
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dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup serta akses langsung

ke sumber daya yang diperlukan. Terakhir, kami juga

memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi proses komunikasi
dengan masyarakat, baik melalui platform online maupun media
sosial, sehingga memungkinkan kami untuk merespons dengan
cepat dan tepat”.

Selanjutnta Hasil wawancara kepada Bapak Selamat Olembata
Oktavianus, M.AP (Kepala Bidang Catpil) Sﬁgai Informan Pendukung.
Dengan Pertanyaan yang sama: Bagaimana Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias menjaga efisiensi waktu dalam
memberikan respon terhadap permintaan atau keluhan dari

masyarakat?, Tanggal 20 November 2023 beliau mengatakan bahwa:

“kami memastikan efisiensi waktu dalam merespons permintaan
atau keluhan dari masyarakat dengan beberapa langkah. Pertama,
kami telah menerapkan sistem manajemen yang terstruktur dan
efisien untuk memantau setiap permintaan atau keluhan yang
masuk. Setiap permintaan atau keluhan diberi nomor tiket dan
diprioritaskan berdasarkan urgensi. Kedua, kami memiliki tim
yang terlatih dengan baik dan siap tanggap untuk menangani
setiap permintaan atau keluhan dengan cepat dan efektif. Mereka
dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup serta akses langsung
ke sumber daya yang diperlukan. Terakhir, kami juga
memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi proses komunikasi
dengan masyarakat, baik melalui platform online maupun media
sosial, sehingga memungkinkan kami untuk merespons dengan

cepat dan tepat”

Berdasarkan hasli wawancara yang disampaikan kedua informan
diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa telah melakukan berbagai
langkah untuk memastikan efisiensi waktu dalam merespons permintaan

atau keluhan dari masyarakat. Ini termasuk penerapan sistem manajemen
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terstruktur, pembentukan tim yang terlatih dan siap tanggap, serta
pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat
melalui berbagai platform. Dengan demikian, mereka berupaya untuk

menanggapi setiap permintaan atau keluhan dengan cepat dan efektif.

untabilitas
Menurut Mardiasmo (2019:20), akuntabilitas publik adalah kewajiban
pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak
pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Halim dan
Igbal (2020:83), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan dan
tindakan/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator
penting bagi kemajuan suatu daerah. Dalam konteﬁ;elayanan publik,
akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipi Kabupaten Nias memiliki tanggung jawab besar dalam
emberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat terkait
administrasi kependudukan. Akuntabilitas dalam pelayanan publik di dinas
tersebut dapat diukur dari beberapa aspek, seperti transparansi, tanggung
jawab, dan keterbukaan informasi.

Pertama, transparansi dalam proses pengelolaan data dan informasi
njadi kunci utama dalam meningkatkan akuntabilitas. Dinas tersebut
harus memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan
informasi terkait prosedur, regulasi, dan data kependudukan yang relevan.
Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan portal online, sosial media, atau

layanan informasi publik lainnya.
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Kedua, tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang sesuai
dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup penanganan
permohonan adminisﬁ kependudukan dengan cepat dan tepat, serta
menghindari praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang
dapat merugikan masyarakat.

Ketiga, keterbukaan informasi tentang kinerja dan hasil kerja dinas
tersebut. Dalam hal ini, laporan tahunan atau triwulan tentang capaian,
tantangan, dan rencana perbaikan bisa menjadi sarana yang efektif untuk
menunjukkan akuntabilitas. Selain itu, mekanisme umpan balik dari
masyarakat juga perlu diperkuat agar dinas dapat merespons kebutuhan dan
masukan dari publik secara efektif.

Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipi Kabupaten Niasﬁat meningkatkan tingkat
akuntabilitasnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan
memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikiangdapat tercipta hubungan
yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya membangun
daerah yang lebih baik.

Hasil wawancara kepada Ibu Aguslin F. Sarumaha, SE (Sekretaris
Dukcapil Kabupaten NiaﬁSebagai Informan Pendukung. Dengan
Pertanyaan: Bagaimana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nias memastikan akuntabilitas dalam penyediaan

layanan publik?, Tanggal 20 November 2023 beliau mengatakan

bahwa:

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias
memastikan akuntabilitas dalam penyediaan pelayanan publik
melalui beberapa langkah strategis. Pertama, kami memiliki
sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan
bahwa setiap proses pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
standar yang ditetapkan. Kedua, kami secara berkala melakukan
audit internal dan eksternal untuk mengevaluasi kinerja dan

menemukan potensi perbaikan. Selain itu, kami juga menerapkan

61




prinsip transparansi dengan menyediakan informasi secara
terbuka kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan dan
hak-hak mereka. Langkah-langkah ini kami lakukan untuk
memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan oleh Dinas
kami dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan berjalan

dengan akuntabilitas yang tinggi”

Selanjutnta Hasil wawancara kepada Bapak Selamat Olembata
Oktavianus, M.AP (Kepala Bidang Catpil) Sﬁagai Informan Pendukung.
Dengan Pertanyaan yang sama: Bagaimana Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias memastikan akuntabilitas dalam
penyediaan pelayanan publik?, Tanggal 20 November 2023 beliau
mengatakan bahwa:

“Dalam astikan akuntabilitas dalam penyediaan pelayanan

publik,@

Nias mengadopsi pendekatan yang komprehensit. Salah satu

nas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

langkah yang kami terapkan adalah dengan memastikan bahwa
setiap staf kami telah menjalaﬁelatihan yang memadai dan
memahami sepenuhnya tugas dan tanggung jawab mereka terkait
dengan pelayanan publik. Selain itu, kami aktif melibatkan
masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipatif seperti forum
komunitas dan survei kepuasan. Dengan memperhatikan masukan
dan umpan balik dari masyarakat, kami dapat terus meni tkan
kualitas pelayanan kami. Seluruh upaya ini kami lakukan dengan
tujuan untuk memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan

bertanggung jawab kepada seluruh warga Kabupaten Nias”.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan kedua informan
jatas maka peneliti dapat menimpulakan bahwa Dalam menyediakan
pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Nias mengadopsi pendekatan yang komprehensif dengan langkah-langkah

seperti pelatihan staf, keterlibatan masyarakat melalui forum dan survei,
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serta peningkatan berkelanjutan berdasarkan masukan dari masyarakat.
Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan yang transparan, efisien,

dan bertanggung jawab kepada seluruh warga Kabupaten Nias.

4.3.8 Inovasi 67
Inovasi dalam layanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipi Kabupaten Nias mencerminkan upaya yang penting dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Nias, sebagai bagian
dari Indonesia, rﬁnghadapi berbagai tantangan dalam hal pelayanan publik,
termasuk dalam administrasi kependudukan. Oleh karena itu, inovasi dalam
Dinas Kependudukan dan Penﬁtan Sipil menjadi sangat penting untuk
memperbaiki proses yang ada, meningkatkan efisiensi, dan memastikan
aksesibﬁas yang lebih baik bagi masyarakat.

Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah penggunaan
teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem basis
data terpadHlan aplikasi berbasis online, proses pelayanan seperti
pembuatan Kartu Tan enduduk (KTP), akta kelahiran, dan dokumen
kependudukan lainnya dapat dilakukan secara lebih cepat dan eﬁsien
Misalnya, pendaftaran penduduk baru atau perubahan data penduduk dapat
dilakukan melalui aplikasi berbasis web atau mobile, mengurangi waktu dan
biaya yang di kan untuk mengurus administrasi tersebut.

Selain itu, pelatihan dan pengembangan SDM (Sumber Daya
Manusia) juga merupakan aspek penting dari inovasi dalam pelayanan

lik. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas
administrasi kependudukan, mereka dapat memberikan layanan yang lebih
baik kepada masyarakat. Pelatihan dapat mencakup penggunaan teknologi,
penguasaan prosedur administrasi yang efisien, serta pemberdayaan
masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait
administrasi kependudukan.

Selanjutnya, kerjasama linﬁ sektor dan partisipasi masyarakat juga
dapat menjadi bagian dari inovasi dalam pelayanan publik di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipi. Dengan melibatkan berbagai pihak,
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seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan,

dan sektor swasta, dapat diciptakan sinergi yang kuat untuk meningkatkan
efektivitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Misalnya, kerjasama
dengan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan pembayaran online
bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga merupakan bagian
integral dari inovasi dalam pelayanan publik. Dengan memberikan akses
yang lebih luas terhadap informasi terkait proses administrasi
kependudukan, masyarakat dapat memahami hak-hak mereka dengan lebih
baik dan memantau kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan yang
adil dan berkualitas. Pembentukan mekanisme umpan balik (feedback) dari
masyarakat juga penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan
merespons kebutuhan yang berkembang.

Terakhir, evaluasi dan penelitian secara berkala juga diperlukan
uk mengukur dampak dari inovasi yang diterapkan dalam pelayanan
publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi. Dengan memantau
kinerja dan efektivitas inov@, pemerintah daerah dapat melakukan
perbaikan yang diperlukan dan mengidentifikasi area-area yang masih
memerlukan perhatian lebih lanjut. Evalsi juga dapat membantu dalam
menentukan arah kebijakan masa depan dalam upaya terus meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Dengan abungkan berbagai elemen tersebut, inovasi dalam
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten
Nias dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat,
meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan, dan
secara keseluruhan membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif
dan berdaya.

Hasil wawancara kepada Ibu Aguslin F. Sarumaha, SE (Sekretaris
Dukcapil Kabupaten Nias) Sebagai Infor Pendukung. Dengan
Pertanyaan: Apa contoh inovasi terbaru yang telah diterapkan oleh
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dalam
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penyediaan pelayanan publik?, Tanggal 20 November 2023 beliau

mengatakan bahwa:
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias baru-
baru ini mengimplementasikan inovasi yang mengagumkan dalam
penyediaan pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah
peluncuran aplikasi mobile baru yang memungkinkan warga untuk
mengajukan permohonan dokumen kependudukan secara online.
Aplikasi ini memudahkan warga untuk melakukan proses
administrasi tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Selain itu, dinas
Jjuga telah meningkatkan sistem reservasi online untuk pelayanan
langsung di kantor, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan
eﬁsienﬁ Inovasi-inovasi seperti ini membuktikan komitmen dinas
dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien kepada

masyarakat."

Selanjutnya Hasil wawancara kepada Bapak Rosali Zebua, SE
(Kepala Bidang Piak) Sebagai Informan Bgndukung. Dengan Pertanyaan
yang sama: Apa contoh inovasi terbaru yang telah diterapkan oleh
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dalam
penyediaan pelayanan publik?, Tanggal 20 November 2023 beliau
mengatakan bahwa:

“Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias telah
mengadopsi berbagai inovasi terbaru. Salah satu inovasi yang
patut dicontoh adalah penggunaan teknologi RFID (Radio
Frequency Identification) dalam penerbitan dokumen
kependudukan. Dengan teknologi ini, proses pengambilan data dan
cetak dokumen menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, dinas
Jjuga telah membuka layanan mobile unit yang berkunjung ke desa-

desa terpencil untuk memudahkan warga yang sulit mengakses
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kantor pusat. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan

efisiensi dalam pelayanan, tetapi juga memastikan akses yang lebih

merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nias."

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan ole ua
informan diatas, maka peneliti dapa menyimpulkan bahawa Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias telah mengadopsi
berbagai inovasi terbaru dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Salah satu inovasi yang mencolok adalah penggunaan teknologi
RFID dan peluncuran aplikasi mobile untuk mempermudah akses dan
proses aﬁinistrasi dokumen kependudukan bagi masyarakat. Langkah-
langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pelayanan, tetapi juga
memastikan akses yang lebih merata bagi seluranasyarakat Kabupaten
Nias, serta menunjukkan komitmen dinas dalam memberikan pelayanan

yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat.

439 Ketersediaan Informasi
Di Kabupaten Nias, ketersediaan informasi dalam pelayanan publik pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan faktor
kunci dalam menjamin aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Pertama-
tama, penting untuk memahami bahwa Disdukcapil meﬂi peran Peting
dalam kehidupan masyarakat, karena berurusan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan kependudukan, seperti pencatatan kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, dan identitas penduduk.

Salah satu aspek ino dari ketersediaan informasi adalah
transparansi. Transparansi memastikan bahwa masyarakat memiliki akses
yang sama terhadap informasi yang mereka butuhkan. Ini meliputi informasi
tentang prosedur administratif, persyaratan dokumen, jadwal layanan, dan
proses permohonan. Epa informasi yang cukup dan mudah diakses,
masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan yang

mereka perlukan.
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Ketersediaan informasi juga berhubungan erat dengan teknologi dan
infrastruktur. Dalam era digital seperti sekarang, pcnﬁg bagi Disdukcapil
untuk memastikan bahwa informasi mereka tersedia secara online melalui
situs web resmi, aplikasi seluler, atau pl lainnya. Ini memungkinkan
masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus datang langsung ke
kantor, yang dapat menghemat waktu dan biaya.

Selain itu, ketersediaan informasi juga mencakup aspek pendidikan
dan pelatihan. Disdukcapil perlu secara teratur menyelenggarakan sesi
informasi dan pelatihan untuk masyarakat tentang berbagai layanan yang
mereka sediakan, serta prosedur yang harus diikuti. Ini membantu
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka
dalam proses administratif kependudukan.

Namun, dalam konteks Kabupaten Nias, ada kemungkinan bahwa
ketersediaan informasi di Disdukcapil masih menghadapi tantangan.
Misalnya, akses internet mungkin belum merata di seluruh wilayah
kabupaten, yang dapat menghambat upaya untuk menyediakan informasi
secara online. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan
mungkin juga menjadi hambatan dalam menyelenggarakan sesi informasi
dan pelatihan secara teratur.

Dengan demikian, untuk meningkatkan ketersediaan informasi di

isdukcapil Kabupaten Nias, perlu adanya upaya kolaboratif antara
pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.
Langkah-langkah seperti meningkatkan infrastruktur teknologi informasi,
melatibstaf untuk menjadi lebih terampil dalam menyampaikan informasi,
dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki akses
terhadap informasi dapat membantu memperbaiki situasi ini.

Hasil wawancara kepada Ibu Aguslin F. Sarumaha, SE (Sckretaris
Dukcapil Kabupaten Nias) Sebagai Informan Pendukung. Dengan
Pertanyaan: Apa langkah ang telah diambil oleh Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk memastikan informasi
terkait prosedur dan syarat layanan publik tersedia dengan jelas bagi

masyarakat? Tanggal 20 November 2023 beliau mengatakan bahwa:
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“Dalam upaya memastikan informasi terkait prosedur ﬁ syarat
layanan publik tersedia dengan jelas bagi masyarakat, Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias telah
mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, kami telah
mengimplementasikan program penyuluhan dan sosialisasi secara
rutin kepada masyarakat mengenai prosedur pendaftaran dan
syarat-syarat yang dibutuhkan untuk layanan yang disediakan.
Kedua, kami telah meningkatkan ketersediaan informasi melalui
media sosial dan website resmi dinas, memastikan bahwa
masyarakat dapat dengan mudah mengakses inﬁmnas%’kini
secara online. Selain itu, kami juga telah memperkuat kerjasama
dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk menyebarkan
informasi secara langsung kepada penduduk setempat. Langkah-
langkah ini kami lakukan dengan harapan dapat meningkatkan
aksesibilitas dan transparansi dalam pelayanan publik kepada

seluruh masyarakat Kabupaten Nias”

Selanjutnya Hasil wawancara kepada Bapak Rosali Zebua, SE
(Kepala Bidang Piak) Sebagai Informan Pendukung. Dengan Pertanyaan
yang sama: Apa langkah yang telah diambil oleh Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk
memastikan informasi terkait prosedur dan syarat layanan publik
tersedia dengan jelas bagi masyarakat? Tanggal 20 November 2023

beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memastikan
informasi terkait prosedur dan gxyrat layanan publik tersedia
dengan jelas bagi masyarakat, Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias telah melakukan berbagai
langkah strategis. Pertama, kami telah memperbarui dan
menyempurnakan brosur serta materi informasi yang tersedia di
kantor-kantor kami, dengan memastikan bahwa informasi
tersebut mencakup semua aspek penting terkait layanan yang
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kami sediakan. Kedua, kami juga telah mempemm kerjasama
dengan lembaga-lembaga masyara@y, seperti organisasi non-
pemerintah dan tokoh masyarakat, untuk menyebarkan informasi
secara luas kepada masyarakat. Selain itu, kami aktif
mengadakan pertemu@gyerbuka dan dialog interakiif dengan
masyarakat setempat untuk memberikan pemahaman yang lebih
baik mengenai prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan.
Melalui langkah-langkah ini, kami berharap dapat meningkatkan
transparansi dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan
layanan publik yang kami sediakan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kedua
informan diatas maka penelitidapat menyimpulkan bahwa Dalam
menjalankan tanggung jawab mereka untuk memastikan informasi terkait

osedur dan syarat layanan publik tersedia dengan jelas bagi masyarakat,
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias telah
mengambil langkah-langkah strategis. Ini termasuk memperbarui materi
informasi di kantor-kantor, meningkatkan kerjasama dengan lembaga
masyarakat, mengadakan pertemuan terbuka dengan masyarakat setempat,
dan mengimplementasikan program penyuluhan serta meningkatkan
ketersediaan informasi melalui media sosial dan website resmi. Langkah-

gkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi

masyarakat dalam menggunakan layanan publik yang disediakan oleh

dinas tersebut.

mbahasan
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dalam Pelayanan Publik pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias.

Implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Nias merupakan langﬁh penting dalam meningkatkan
efisiensi, akurasi, dan keterjangkauan layanan administrasi kependudukan.

SIAK adalah sebuah platform yang mengintegrasikan berbagai proses
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aninistrasi kependudukan menjadi satu sistem yang terkomputerisasi.
Dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan
secara terpadu dan lebih ggpat.

Penerapan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nias memberikan manfaat yang signifikan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya adalah
peningkatan kecepatan dalam proses administrasi kependudukan seperti
pembuatan kartu identitas penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian,
dan lain sebagainya. Dengan adanya SIAK, waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dapat diminimalkan.

Selain itu, implementasi SIAK juga membantu dalam mengurangi
potensi terjadinya kesalahan administrasi. Dengan adanya sistem yang
terkomputerisasi, data penduduk tersimpan secara terstruktur dan
terotentikasi, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pengolahan
informasi. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Penggunaan SIAK juga memungkinkan adanya monitoring dan
evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Data-data mengenai jumlah permohonan
layanan, waktu proses, dan tingkat kepuasan masyarakat dapat dengan
mudah dianalisis untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas
layanan.

Tidak hanya itu, dengan SIAK, integrasi antara Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dengan instansi
terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan juga dapat tercapai
lebih baik. Hal ini memungkinkan pertukaran data antarinstansi menjadi
lebih lancar, mempercepat berbagai proses administratif yang melibatkan
data kependudukan.

Namun, dalam mengimplementasikan SIAK, Pthas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias perlu memperhatikan beberapa aspek

penting seperti keamanan data dan perlindungan privasi. Pengelolaan data
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penduduk yang sensitif memerlukan sistem keamanan yang kuat guna
mencegah potensi ancaman keamanan cyb

Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tentang penggunaan

K juga menjadi kunci kesuksesan implementasi. Pegawai perlu
dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam
mengoperasikan sistem tersebut agar dapat memaksimalkan maﬁtnya.

Pemerintah Kabupaten Nias juga perlu mengalokasikan sumber
daya yang cukup baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja untuk
mendukung implementasi SIAK secara optimal. Investasi yang memadai
diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem
guna jaga keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan.

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi faktor
penting dalam kesuksesan implementasi SIAK. Masyarakat perlu didorong
untuk memanfaatkan layanan yang disediakan melalui SIAK serta
memberikan masukan dan umpan balik untuk terus meningkatkan kualitas
layanan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatﬁipil Kabupaten Nias merupakan langkah
strategis dalam mewujudkan pelwnan publik yang lebih efisien, akurat,

dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat plementasi Kebijakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meiningkatkan
Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nias

Implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias,
dalam meningkatkan pelayanan publik, dipengaruhi oleh sejumlah faktor

pendukung dan penghambat yang perlu diperhatikan secara seksama.
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Faktor pendukung yang pertama adalah infrastruktur teknologi
yang memadai. Ketersediaan infrastruktur yang handal, seperti komputer,
server, dan jaringan internet, menjadi landasan utama bagi implementasi
SIAK. Dukungan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih
merupakan faktor pendukung lainnya. Pelatihan dan pengembangan
karyawan dalam penggunaan dan pemeliharaan sistem menjadi kunci
keberhasilan dalam implementasi SIAK.

Selain itu, dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas dari
pemerintah daerah juga menjadi faktor penting. Kebijakan yang
mendukung implementasi SIAK, termasuk anggaran yang memadai untuk
pengembangan dan pemeliharaan sistem, akan membantu dalam
mempercepat proses implementasi.

Keterlibatan aktif dari semua stakeholder, termasuk masyarakat,
juga merupakan faktor pendukung yang krusial. Partisipasi masyarakat
dalam penggunaan SIAK dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam
administrasi kependudukan.

Namun, sejumlah faktor penghambat juga dapat menghambat
implementasi SIAK. Salah satunya adalah resistensi dari pegawai yang
enggan atau kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi.
Kurangnya pemahaman tentang manfaat SIAK juga dapat menjadi
penghambat, karena pegawai mungkin tidak memahami bagaimana sistem
ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

Selain itu, masalah keamanan data juga menjadi faktor penghambat
yang signifikan. Dengan sensitivitas informasi kependudukan,
perlindungan data menjadi prioritas utama. Jika tidak diatasi dengan baik,
kekhawatiran akan kebocoran data atau penyalahgunaan informasi dapat
menghambat adopsi SIAK.

Keterbatasan anggaran juga dapat menjadi penghambat serius
dalam implementasi SIAK. Pengembangan dan pemeliharaan sistem
membutuhkan investasi finansial yang besar, dan jika anggaran terbatas,
hal ini dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proyek

implementasi.
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Tidak adanya koordinasi yang efektif antara berbagai unit atau
departemen dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat
menjadi penghambat. Koordinasi yang buruk dapat mengakibatkan
redundansi data, kesalahan administrasi, dan ketidaksesuaian antara sistem
yang berbeda.

Kehadiran tantangan teknis juga harus diperhitungkan, seperti
masalah kompatibilitas sistem atau integrasi dengan sistem yang sudah ada
sebelumnya. Tantangan ini dapat memperlambat implementasi SIAK jika
tidak diatasi dengan tepat.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang
pentingnya SIAK juga dapat menjadi penghambat. Masyarakat mungkin
tidak memahami bagaimana SIAK dapat memengaruhi pelayanan publik
secara langsung, sehingga kurangnya dukungan dari masyarakat dapat
menghambat proses implementasi.

Perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan dalam
pemerintahan daerah dapat mengganggu kontinuitas implementasi SIAK.
Perubahan kebijakan atau prioritas dapat menyebabkan perubahan dalam
alokasi anggaran atau fokus proyek, yang pada gilirannya dapat
memperlambat atau bahkan m entikan implementasi STAK.

Dalam kesimpulannya, implementasi kebijakan SIAK dalam
meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Nias dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan
penghambat. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, penting bagi
pemerintah daerah dan semua stakeholerait untuk memperhatikan

dan mengatasi faktor-faktor ini dengan seksama.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

impulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan peneliti maka

didasarkan pada rumasan masalah dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:
1.

Akurasi data, ketepatan waktu dalam implementasi sistem informasi

administrasi kependudukan, keamanan dan privasi data, se
integrasi sistem antar departemen merupakan elemen kunci dalam
meningkatkan kualitas layanan publik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Data yang akurat memastikan
validitas dan kepercayaan informasi yang digunakan dalam sistem,
yang pada gilirannya memungkinkan pengambilan keputusan yang
tepat dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Ketepatan waktu
dalam implementasi sistem menghindari keterlambatan yang dapat
mengganggu kualitas layanan publik. Prioritas terhadap privasi dan
keamanan data, serta integrasi sistem antar departemen, juga
memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi
operasional dan kepuasan masyarakat. Sistem administrasi
kependudukan yang terintegrasi secara baik membantu memberikan
layanan yang efisien, cepat, akurat, dan aman bagi masyarakat,
meningkatk percayaan terhadap pemerintah daerah, serta
mendukung visi dan misi organisasi secara menyeluruh.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias telah
mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi
waktu dalam merespons permintaan atau keluhan masyarakat.
Langkah-langkah ini mencakup penerapan sistem manajemen
terstruktur, pembentukan tim tanggap, dan pemantaatan teknologi
komunikasi. Dengan tujuan memberikan layanan publik yang
transparan, efisien, dan bertanggung jawab kepada warga, dinas

tersebut juga mengadopsi inovasi seperti teknologi RFID dan
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aplikasi bile untuk mempermudah akses dokumen kependudukan.
Namun, implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dipengaruhi oleh sejugalah faktor pendukung
dan penghambat. Faktor pendukung meliputi infrastruktur teknologi
yang memadai, dukungan sumber daya manusia, kebijakan yang
mendukung, dan partisipasi aktif masyarakat. Di sisi lain, faktor
penghambat termasuk resistensi pegawai terhadap perubahan
teknologi, masalah keamanan data, keterbatasan anggaran,
kurangnya koordinasi antar unit, serta kurangnya kesadaran
masyarakat tentang pentingnya SIAK. Untuk memastikan
keberhasilan implementasi, penting bagi pemerintah daerah dan

stakeholder terlibat untuk mengatasi faktor-faktor ini dengan cermat.

Saran

Dari hasil kesimpulan diatas tentang Implementasi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. yang menjadi

saran peneliti adalah:

1.

Dinas Dukcapil Kabupaten Nias untuk memprioritaskan beberapa
hal yang menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kualitas
layanan publik mereka. Pertama, adalah akurasi data. pentingnya
memiliki data yang akurat untuk memastikan validitas dan
kepercayaan informasi yang digunakan dalam sistem. Hal ini akan
mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan
kepuasan masyarakat. Kedua, adalah ketepatan waktu dalam
implementasi sistem. Kami menyarankan untuk menghindari
keterlambatan yang dapat mengganggu kualitas layanan publik
dengan memastikan implementasi sistem berjalan sesuai jadwal.
Ketiga, adalah prioritas terhadap privasi dan keamanan data. Kami
menekankan pentingnya melindungi privasi data masyarakat serta
menjaga keamanan informasi. Hal ini akan memberikan manfaat
besar dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan

masyarakat. Terakhir, adalah integrasi sistem antar departemen.
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Kami menyarankan untuk memastikan bahwa sistem administrasi
kependudukan terintegrasi dengan baik untuk memberikan layanan
yang efisien, cepat, akurat, dan aman bagi masyarakat. Hal ini akan
meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah serta
mendukung visi dan misi organisasi secara menyeluruh. Dengan
memperhatikan dan mengimplementasikan saran-saran ini, kami
yakin Dinas Dukcapil Kabupaten Nias akan dapat meningkatkan
kualitas layanan publik mereka secara signifikan.

Pertama, penting bagi Dinas Dukcapil untuk terus memperkuat
infrastrukt nologi yang mendukung implementasi SIAK. Ini
melibatkan pemeliharaan dan pembaruan perangkat keras dan
perangkat lunak secara berkala agar dapat mengatasi kemungkinan
hambatan teknis yang muncul. Kedua, Dinas perlu memperkuat
dukungan sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan yang
memadai tentang penggunaan teknologi terbaru serta meningkatkan
kesadaran akan pentingnya SIAK. Dengan meningkatkan
keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi baru, akan
mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan
efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ketiga,
penting untuk mengatasi masalah keamanan data dengan
mengimplementasikan langkah-langkah yang ketat dalam
pengelolaan dan perlindungan data pribadi penduduk. Hal ini
melibatkan kebijakan yang jelas dan sistem yang aman untuk
menghindari kebocoran atau penyalahgunaan data. Keempat, Dinas
Dukcapil perlu mengidentifikasi sumber daya dan anggaran
tambahan yang dapat dialokasikan untuk mendukung implementasi
SIAK dengan lebih efektif. Peningkatan anggaran dapat digunakan
untuk investasi dalam infrastruktur teknologi yang lebih baik serta
pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kelima, penting
bagi Dinas Dukcapil untuk meningkatkan koordinasi antar unit
internal dan eksternal, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak

terkait, seperti pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat,
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untuk memastikan keberhasilan implementasi SIAK dan peningkatan

layanan publik secara keseluruhan.
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IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NIAS

ORIGINALITY REPORT
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